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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada Pasal 8 menjelaskan Subbagian Tata Usaha 

mempunyai tugas merencanakan kegiatan pada subbagian tata usaha sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas setiap tahun, membagi tugas pekerjaan pada bawahan sesuai dengan 

tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing untuk diproses lebih lanjut, memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan, mengendalikan surat masuk dan keluar yang berhubungan 

dengan kegiatan dewan dan kesekretariatan, memproses konsep/draft surat-surat yang 

dikeluarkan pada subbagian tata usaha, mengkoordinasikan penyimpanan verbal surat 

dengan kode klasifikasi, mengkoordinir kegiatan pendataan dan penataan kearsipan, dan 

sebagainya. 

 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2009 Tentang Kearsipan, pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa arsip adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
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 Perumusan tujuan penyelenggaraan kearsipan memuat gambaran tentang keadaan 

akhir yang dikehendaki oleh peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, 

misalnya: 

1) Terjaminya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; 

2) Terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) Terciptanya penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu; dan 

4) Terselamatkannya arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 Penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut, arsip merupakan rekam jejak 

yang memiliki peranan penting dalam proses administrasi di setiap instansi dan kantor-

kantor. Peranan tersebut melingkupi penyajian informasi yang pasti akan selalu 

dibutuhkan untuk menunjang kemajuan pada instansi atau kantor tersebut, penyajian 

informasi ini diperlukan secara lengkap, cepat, tepat dan teliti. Arsip yang disajikan 

secara baik dapat menentukan pengambilan keputusan yang tepat, peranan arsip 

sangatlah penting maka pengelolaan arsip dan manajemen kearsipan di instansi/kantor 

pemerintah maupun swasta harus dilakukan sebaik-baiknya. 

 Pengarsipan jika dilihat dari peranan dan nilainya adalah hal yang sangat penting, 

arsip adalah sumber dari kepastian hukum, informasi, sejarah, identitas dan ilmu 

pengetahuan. Arsip yang diciptakan dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan 

organisasi harus berkesinambungan dengan efektivitas. 

 Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi didalam mencapai sasaran-

sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat (Siagan, 1988:175). Bila 
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pengelolaan arsip dilakukan secara efektif, maka suatu instansi atau kantor mempunyai 

pusat informasi yang akan membantu perkembangan organisasi, prosedur yang adapun 

akan berjalan dengan baik dan akan sangat membantu dalam pelaksanaan  program-

program organisasi tersebut. 

 Meskipun pengarsipan adalah hal yang sangat penting bagi aktivitas administrasi 

di setiap instansi/kantor pemerintahan ataupun swasta, tetapi masih banyak 

instansi/kantor yang tidak melakukan pengarsipan dengan sebaik-baiknya, sangat banyak 

arsip-arsip yang menumpuk di gudang-gudang, dengan penumpukan seperti itu dan tidak 

terjaganya kondisi arsip-arsip tersebut sehingga arsip mudah dan sangat cepat rusak. 

Arsip pada setiap organisasi sudah seharusnya dikelola dan ditata dengan sebaik mungkin 

agar mampu menciptakan pelayanan yang baik terhadap informasi yang akan digunakan 

ataupun dibutuhkan dalam kegiatan administrasi sehari-hari di organisasi tersebut. 

 Penataan arsip dapat dikerjakan secara manual (tangan) dan komputer. Penataan 

arsip yang benar niscaya mempercepat penemuan kembali, kendatipun ini masih 

dilakukan secara manual. Kalau sistemnya sudah benar, maka dari pengelolaan dengan 

komputer sangat mudah dilakukan. Jadi pengelolaan arsip itu harus baik dan benar 

niscaya apabila warkat atau arsip itu diperlukan dengan cepat penemuannya kembali 

(Amsyah, 2003:8) 

 Informasi yang berisi di arsip tersebut sangatlah penting, tetapi masih sangat 

banyak kita lihat arsip-arsip yang sudah tidak dipakai lagi dipergunakan untuk hal-hal 

yang tidak seharusnya, seperti digunakan sebagai pembungkus makanan. Sedangkan 

untuk arsip yang tidak aktif lagi atau yang tidak digunakan lagi seharusnya disusutkan 

dengan cara pemindahan ataupun pemusnahan, seperti dipindahkan ke unit pengarsipan, 
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pembakaran, pencacahan dan penghancuran. Mirisnya karena tidak jelasnya jadwal 

retensi arsip-arsip tersebut maka terjadi hal-hal seperti, penumpukan atau 

penyalahgunaan arsip yang berisi informasi-informasi penting bagi suatu organisasi.  

 Instansi/kantor mempunyai pegawai yang mempunyai peran penting dalam 

mencapai tujuan organisasi tersebut, pegawai yang mengelola arsip dengan baik dapat 

mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Sumber daya manusia pengarsipan di 

Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan hanya mempunyai 2 

orang arsiparis yang tidak mempunyai latar belakang di bidang pengarsipan. Sesuai 

dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 ariparis ini 

mempunyai tugas sebagai berikut mengendalikan surat masuk dan surat keluar yang 

berhubungan dengan kegiatan dewan dan kesekretariatan, memproses konsep/draft surat-

surat yang dikeluarkan pada Subbagian Tata Usaha, mengkoordinasikan penyimpanan 

verbal surat dengan kode klasifikasi, mengkoordinir kegiatan pendataan dan penataan 

kearsipan, dan menyusun konsep laporan bulanan surat masuk dan surat keluar.  

 Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya arsip pada aktivitas administrasi 

di instansi ataupun kantor tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang tidak tersedia 

dalam bidang kearsipan akan menyulitkan alur pengarsipan yang ada, fokus kerja yang 

ada terkadang tidak jelas dan hanya membebankan kepada satu arsiparis, dari mencatat 

dan membalas nota dinas sampai pengarsipan surat itu sendiri. 

 Setiap pegawai dalam suatu organisasi harus dituntut untuk bekerja dengan 

efektif, untuk menangani arsip-arsip maka dibutuhkan seorang arsiparis yang sudah 

dibekali dengan pengetahuan tentang arsip, sedangkan di Indonesia masih banyak 

arsiparis yang masih belum mempunyai lisensi khusus atau pengetahuan lebih tentang 
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surat menyurat dan pengarsipannya. Hasilnya masih banyak arsip-arsip yang seharusnya 

disimpan dengan baik, dapat ditemukan dengan mudah, dipelihara dengan baik berujung 

dengan sebaliknya, seperti hanya ditumpuk di gudang dan tidak dipelihara dengan baik, 

akhirnya arsip tersebut sulit untuk ditemukan kembali, penyediaan arsip sebagai 

penunjang kerjapun tidak terjamin. 

 Banyak arsip yang sulit dan terkadang tidak ditemukan dan hasilnya dengan 

susahnya dicari arsip-arsip hilang tersebut membuat keterlambatan dalam arus 

administrasi, sedangkan tujuan dari pengarsipan antara lain adalah menyajikan informasi 

ataupun data dengan secepatnya dan sebaik-baiknya kepada yang membutuhkan isi 

informasi tersebut. 

 Disini arsip merupakan suatu rekaman dari suatu kegiatan dan catatan suatu 

informasi tentang suatu hal. Arsip yang ada pada suatu kantor ataupun badan swasta 

merupakan bahan resmi dari suatu perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara, juga berfungsi menyediakan bahan bukti untuk 

pertanggungjawaban kegiatan organisasi yang bersangkutan.  

 Pengarsipan surat menyurat di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Selatan masih dilakukan secara manual, setiap surat yang akan diarsipkan akan 

diberikan kertas disposisi berdasarkan kode klasifikasi dan nomor surat, selanjutnya surat 

tersebut dijalankan terlebih dahulu, setelah pengadministrasiannya sudah selesai barulah 

surat tersebut disimpan ke folder berdasarkan kode klasifikasinya. 

 Dalam hal ini, pengarsipan surat menyurat tentunya bersifat wajib. Subbagian 

Tata Usaha tepatnya arsiparis memegang peranan penting dalam menyimpan surat karena 

arsip ini bisa sangat dibutuhkan sewaktu-waktu. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 
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Selatan pun belum meningkatkan kualitas pengarsipan, contohnya arsip surat hanya 

diletakkan di kotak-kotak arsip sedangkan sudah banyak instansi lain yang sudah 

melakukan pengarsipan dengan cara elektronik, atau disimpan ke dalam sistem. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah: 

1) Mengapa pengarsipan surat menyurat di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 belum efektif? 

2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengarsipan surat menyurat di Subbagian 

Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui secara jelas alasan mengapa belum efektifnya pengelolaan arsip 

surat menyurat di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2017. 

2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengarsipan surat menyurat 

di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. Untuk kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pembelajaran kepada diri sendiri dan menguji teori efektivitas pengarsipan surat 

menyurat di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.  

2) Manfaat praktis dari penilitian ini yaitu diharapkan dapat membantu dan memberikan 

kontribusi pemikiran, ide ataupun gagasan baru kepada masyarakat luas maupun 

penulis lainnya yang ingin mengetahui tentang efektivitas pengarsipan surat menyurat 

di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan 

pula penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk para petinggi dan seluruh pegawai di 

Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar dapat 

memaksimalkan pengarsipan surat menyuratnya. 
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